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ABSTRAK : Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana 
nasional, dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 3  sub (b) UU Drt No.1/1951,  
Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1 UU 
No. 48/2009.  Pasal 51 UU No.21/2001. Serta berlakunya asas legalitas 
formal dan asas legalitas materiel. Kemudian hukum pidana adat dalam 
RUU KUHP 2008 yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, Pasal 11 ayat 2, serta 
Pasal 67 dan 12 RUU KUHP 2008. 
 
Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Nasional 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Realitas hukum nasional telah mengakomudir hukum agama 
maupun hukum adat sehingga pluralisme hukum di tanah air menjadi 
karakteristik pembangunan hukum nasional, demikian pula dengan 
pembaharuan hukum pidanapun tidak mengurangi berlakunya hukum 
yang hidup (living law).  
Kemudian di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) 
Nomor IV/MPR/1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 
2000-2004. Bahwa ditentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya 
mengenai sistem hukum nasional pada bab IV huruf A angka 2, bahwa 
menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan 
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta 
memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum 
nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan 
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 
Dengan demikian, dalam rangka menata sistem hukum nasional, 
maka hukum agama dan hukum adat mendapat tempat sebagai bahan 
penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Ini berarti hukum 
(pidana) adat perlu dikaji secara mendalam agar materi atau bahan-bahan 
yang ada dan masih hidup dalam hukum pidana adat dijadikan dasar 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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Nyoman Serikat Putra Jaya (2005:6-7) mengungkapkan bahwa 
Strategi pengembangan hukum nasional yang bersumber dan digali dari 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Terlihat pula dalam 
pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti dalam seminar hukum nasional yang 
telah beberapa kali diadakan dan hasilnya berupa resolusi, kesimpulan, 
dan laporan sebagai berikut : 
1. Resolusi seminar hukum nasional ke I tahun 1963 bidang hukum 
pidana  
a. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat itu adalah 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam 
KUHP maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak 
menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan hukum adat 
yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang 
dicita-citakan dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan 
martabat bangsa. 
b. Reselusi butir V angka 4 : 
Unsur-unsur agama dan hukum adat dijalinkan dalam KUHP 
2. Kesimpulan seminar hukum nasional III tahun 1974 
Kesimpulan angka 1 : 
Pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adat yang 
merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) 
3. Laporan seminar hukum nasional IV Tahun 1979 
Dalam laporan sub B II huruf a, huruf e, dan huruf f mengenai sistem 
hukum nasional, ditentukan : 
a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan 
kesadaran hukum rakyat 
b. … 
e. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk 
memperlancar pembangunan nasional, hukum nasional sejauh 
mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Disamping itu, hukum 
yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional. 
f. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional dibina 
ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum 
masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang yang erat 
hubungannya dengan kehidupan spiritual. 
Sehingga dari uraian di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana 
dasar hukum berlakunya hukum pidana adat? Hubungan hukum pidana 
adat dengan hukum pidana tertulis. Serta hukum pidana adat dalam RUU 
KUHP. Tulisan ini akan mencoba memaparkan kedudukan hukum pidana 
adat dalam hukum pidana Nasional  
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Adat 
 
Menurut beberapa literatur hukum adat, istilah hukum pidana adat 
berasal dari istilah bahasa Belanda adat delicten recht yang diartikan 
sebagai “hukum pelanggaran adat” (Hilman Hadikusuma, 1992:230). 
Menurut Hilman Hadikusuma (1989:7) bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal 
dalam masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-
kata “salah” (Lampung), atau “sumbang” (Sumatera Selatan) untuk 
menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.  Misalnya 
suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan 
pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang 
(sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa 
atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan 
mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya. 
Menurut Van Vollenhoven (dalam Hilman Hadikusuma, 1989:9-10) 
bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak 
boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataan peristiwa atau perbuatan itu 
hanya merupakan sumbang yang kecil saja.  
Istilah adat  delicten recht  ini berasal dari  Prof. Ter Haar, (dalam 
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:81)  mendefinisikan 
bahwa hukum pelanggaran adat adalah sebagai setiap gangguan 
terhadap benda materiil maupun inmateriil kepunyaan orang perorangan 
atau kelompok sosial. Dalam masyarakat adat, dimana terhadap 
gangguan-gangguan tersebut menimbulkan reaksi negatif yang menuntut 
pemulihan kembali dari keseimbangan kosmis yang terganggu tersebut. 
Seperti dimaklumi bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang 
hidup (living law).  
Menurut Bushar Muhammad (1995:61) mendefinisikan bahwa 
hukum pelanggaran adat adalah perbuatan sepihak dari seorang atau 
sekumpulan orang yang mengancam atau menyinggung kesimbangan 
dalam kehidupan persekutuan, bersifat materiil maupun inmateriil 
terhadap masyarakat seluruhnya berupa kesatuan. Soerjono Soekanto 
(1988:83) memperjelas sanksi negatif yang dimaksud dalam pelanggaran 
adat itu adalah berupa: 
 Penggantian kerugian immateriil dalam berbagai bentuk seperti 
paksaan menikahi anak gadis yang telah dicemarkan kegadisannya; 
 Bayaran uang adat kepada orang yang terkena korban berupa benda 
sakral sakti sebagai pengganti kerugian rohani; 
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 Pembersihan kampong masyarakat dari segala kotoran atau gaib;  
 Menutup malu, permintaan maaf, 
 Berbagai bentuk pidana badan sampai pidana mati, 
 Pengasingan dari masyarakat. 
Ter Haar dalam bukunya asas-asas dan susunan hukum adat 
terjernahan K.Ng.Soebakti Poesponoto cetakan ketigabelas (2001:226) 
memberi penjelasan tentang adat delicten recht yaitu dalam ketertiban 
hukum di masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang 
dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu 
(eenzijdig) terhadap keseimbangan materiel dan immaterieel orang 
seorang atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu 
kesatuan (segerombolan); tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu 
reakasi – yang sifatnya besar dan kecilnya ditetapkan oleh hukum adat - 
ialah reaksi adat (adatreactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat 
dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran 
pelanggaran berupa barang-barang atau uang).  
Sedangkan menurut Soepomo (dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, 
2005:33) bahwa didalam hukum adat segala perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan hukum adat dan perbuatan illegal dan 
hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika 
hukum diperkosa. 
Sedangkan menurut I Gede A.B. Wiranata (2005:207) sendiri 
bahwa hukum pelanggaran adat adalah : 
a. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat 
b. Aksi itu menimbulkan adanya gangguan keseimbangan 
c. Gangguan keseimbangan itu menimbulkan reaksi 
d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan 
keseimbangan kepada keadaan semula. 
 
Jenis Delik Adat 
 
Soepomo (2003:127) Delik adat yang menjadi kewenangan 
mengadili pengadilan adat adalah jenis delik adat yang masih hidup dalam 
masyarakat adat meliputi : (a) Delik adat kesusilaan seperti hubungan 
cinta, seksual suka sama suka, janji kawin diingkari, zina, incest' 
perkawinan antar agama, kumpul kebo. (b) Delik adat harta benda seperti 
pencurian benda adat, (c) Delik adat melanggar kepentingan pribadi 
seperti pengucapan kata-kata kotor, mencaci orang,memfitnah orang, 
menipu orang lain atau berbohong yang menimbulkan kerugian, menuduh 
tanpa bukti yang jelas, (d) Delik adat kelalaian atau tak jalankan kewajiban 
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adat, seperti tidak ikuti upacara adat, tidak hadir rapat adat, tidak bayar 
iuran untuk kepentingan adat, Bahwa jenis delik adat selain delik yang 
tercantum pada gambaran tersebut diatas, memberi gambaran bahwa 
pengadilan adat dapat memeriksa mengadili, dan memutuskan jenis delik 
adat lainnya dengan terlebih dahulu memberitahukan (melaporkan) hal 
tersebut kepada aparat penegak hukum terdekat (Polri) untuk 
rnendapatkan pengamanan. Delik tersebut tidak tertutup kernungkinan 
diproses menurut sistem peradilan pidana dengan tetap dilampirkan 
keputusan pengadilan  adat untuk dijadikan pertimbangan khusus, 
salah satu sifat dari delik adat adalah "standenmaatschappij"  yaitu 
delik adat yang digolongkan ke dalam bertingkat-tingkat menurut susunan 
atau struktur sosial dari masyarakat adat bersangkutan. Contoh di Bali 
yang memilih masyarakat berkasta-kasta sebagai pengaruh agama hindu, 
misal persetubuhan antara seorang perempuan Brahmana dengan 
seorang lelaki dari kasta lebih rendah merupakan delik yang berat, sebab 
membahayakan masyarakat. 
 
Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat 
 
Ada beberapa dasar hukum berlakunya hukum pidana adat di 
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. 
1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang 
Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan 
Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Di 
dalam Pasal 5 ayat (3) sub (b) yang berbunyi: Hukum materiil sipil dan 
untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai 
kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang yang dahulu 
diadili oleh pengadilan adat, ada dan tetap berlaku untuk kaula-kaula 
dan orang-orang itu dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang 
menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan 
tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka 
dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan 
penjara dan/ atau denda Rp 500,00 (lima ratus rupiah), yaitu sebagai 
hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak 
diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud 
dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum; 
bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran 
hakim melampaui padanya dengan ancaman kurungan atau denda 
yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat 
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dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara dengan 
pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hukum tidak 
selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di 
atas; dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup 
harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam 
Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman 
yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada 
perbuatan pidana itu. 
Dari bunyi ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya 
sanksi adat (hukuman adat) merupakan sanksi utama dalam hal 
perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai 
perbuatan yang dapat dipidana, namun tidak ada bandingnya dalam 
KUHP. Adanya kata-kata”... sebagai hukuman pengganti  bilamana 
hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum. 
.." dan seterusnya, menunjukkan bahwa pidana penjara paling lama 
tiga bulan dan/atau denda Rp500,00 (lima ratus rupiah), merupakan 
pidana pengganti dari sanksi adat yang tidak dituruti oleh terpidana.  
Rumusan Pasal 5 ayat (3) tersebut, juga memberikan 
pemahaman bahwa: 
a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana 
adatlah sebagai sanksinya. 
b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat 
tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus 
perkaranya berdasar tiga kemungkinan.  
1) Tidak ada bandingnya dalam KUHP, 
2) Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan 
pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam 
kemungkinan 1,  
3) Ada bandingnya dalam KUHP 
c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau 
keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan 
pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh 
terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. 
Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar 
karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni 
bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum 
tidak tertulis). 
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman di dalam beberapa Pasal juga memberikan dasar 
pengakuan hukum pidana adat.  
Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa:  
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 
Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa:  
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat.  
Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa:  
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. 
Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa : 
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili.  
Bahwa mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas 
mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim 
harus mempunyai dasar hukum yang substantif dan prosedural. 
Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan lebih 
luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum 
dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian-pengertian 
yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban 
umum. 
Bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum, 
dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Bambang 
Sutiyoso (masyos.wordpress.com) bahwa Suatu masalah yang secara 
normatif jelas kepastian hukumnya belumlah tentu memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. Sebaliknya sesuatu yang adil belum tentu sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, patutlah 
direnungkan pendapat Bismar Siregar, bahwa hakim harus berani 
menafsirkan UU agar UU berfungsi sebagai hukum yang hidup (living 
law), karena Hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, 
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tetapi juga harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah 
masyarakat. Senada dengan itu, Thomas Aquinas 
mengemukakan  bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu 
hukum yang tidak adil bukanlah hukum.   
Demikian pula apabila dilihat dari kepala putusan bukanlah demi 
kepastian hukum, tetapi  berupa kalimat yang berbunyi : “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Dalam ajaran 
Islampun apabila seseorang memutuskan sesuatu hukuman di antara 
manusia, diperintahkan untuk memutuskan dengan adil. Al Qur’an 
Surat An-Nisa :58 menegaskan : “…dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil…”oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan dan menjadi 
titik tekan dalam penegakan hukum tanpa mengabaikan kepastian 
hukum itu sendiri. 
Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya 
Berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk menyelesaikan 
persoalan/kasus kongkrit, diharapkan hakim harus menempuh jalan 
keluar yaitu melalui penemuan hukum (Rachtsvinding).Hakim bukan 
mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya. Tetapi 
hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan 
ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan 
bertentangan, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan 
umum dan ketertiban umum. 
Bahwa selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 
memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadili. Karena itu sumber hukum tak tertulis dalam 
masyarakat perlu diketahui oleh hakim. Umumnya sumber hukum tidak 
tertulis itu adalah hukum adat atau kebiasaan lain dalam masyarakat. 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua, di dalam Pasal 51 menyebutkan bahwa: 
1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkukangan 
masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa 
dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara 
warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;  
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2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan;  
3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat 
dan perkara pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hukum adat masayarakat hukum adat yang 
bersangkutan.  
4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara 
brkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat 
yang memeriksa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) pihak yang 
berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat 
pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang 
bersangkutan.  
5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidada 
penjara atau kurungan; 
6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya 
tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (4),menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.  
7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut 
ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan 
persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan yang 
mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri 
yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 
8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan 
bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat( 6) menjadi bahan pertimbangan 
hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang 
bersangkutan.  
Maksud dari Pasal ini adalah dapat di uraikan sebagai berikut:  
sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan Undang-undang ini 
yaitu Ayat (l) Dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam 
hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang ada di 
Provinsi Papua, sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para 
warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat 
yang ada. 
Ayat (2) Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, 
melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Berdasarkan 
kenyataan yang ada susunannya diatur menurut ketentuan hukum 
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adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili 
sengketa perdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum 
adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain 
mengenai susunan pengadilanya, siapa yang bertugas memeriksa dan 
mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara 
pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaanya. Pengadilan 
adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau 
kurungan. 
Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang 
bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum 
adatnya. Hal itu termasuk kewenangan di lingkungan peradilan negara. 
Dengan diakuinya peradilan adat dalam undang-undang ini, akan 
banyak sangketa perdata dan perkara pidana diantara warga 
masyarakar hukum adat di Provinsi Papua yang secara tuntas dapat 
diselesaikan sendiri oleh warga yang bersangkutan tanpa melibatkan 
pengadilan di lingkungan peradilan negara. 
Ayat (6) Putusan pengadilan adat merupakan putusan yang final 
dan berkekuatan hukum tetap dalam hal para pihak yang bersengketa 
atau yang berperkara menerimanya. Putusan yang bersangkutan juga 
dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana menurut ketentuan 
hukum pidana yang berlaku.  
Pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang mewilayahinya diperoleh melalui Kepala 
Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Jika Pernyataan persetujuan 
pelaksanaan keputusan telah diperoleh maka kejaksaan tidak dapat 
melaku kan penyidikan dan penuntutan. 
Ayat (8) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak 
memberikan pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan, maka 
kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penunutan. 
Dalam hal ini putusan pengadilan adat yang bersangkutan akan 
dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yarng 
diajukan. Dalam ayat ini dibuka kemungkinan pemeriksaan ulang 
dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau berperkara 
berkeberatan atas putusannya dan mengajukan sengketa atau 
perkaranya kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan 
peradilan yang berwenang. Ayat (3), (4), (5) dan (7/) dari Pasal 51 ini 
dinyatakan "cukup jelas". 
 
 
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT 
ALAM HUKUM PIDANA NASIONAL  
11 
 
Ahmad Rifai Rahawarin 
Hubungan Hukum Pidana Adat Dengan Hukum Pidana Tertulis  
Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (living law) dan 
dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis religius, dimana yang 
diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan 
kekeluargaan sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan 
penyelesaian damai yang membawa kerukunan, keselarasan dan 
kekeluargaan. Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukan hukum 
dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, namun 
yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang 
sebagai akibat terjadinya ketidak seimbangan. 
Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya (2005:54) bahwa hukum 
pidana adat tidak mengenal sistem “prae-existente regels”, artinya tidak 
mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu. 
Sedangkan sistem KUHPidana berlandaskan pada sistem prae existence 
regels (pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu) sebagaimana 
dalam asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana.  
Hukum pidana adat juga tidak mengenal peraturan statis. Jadi, 
dalam hukum pidana adat, delik adat itu tidak pula bersifat statis,ini artinya 
sesuatu delik itu tidak sepanjang masa tetap merupakan delik adat. Tiap 
peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan 
lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedang peraturan yang baru itu 
sendiri berkembang juga dan kemudian akan lenyap juga dengan adanya 
perubahan perasaan keadilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan 
itu. Begitu pula dengan delik adat lahir, berkembang dan kemudian 
lenyap. Ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan yang semula merupakan 
pelanggaran hukum, lambat laun berubah menjadi tidak lagi melanggar 
hukum oleh karena hukum yang dilanggar itu sesuai dengan jalannya 
perubahan perasaan keadilan rakyat. Dan perasaan keadilan rakyat ini 
bergerak maju terus berhubung dengan perkembangan atau pertumbuhan 
hidup masyarakat  yang  selalu dipengaruhi oleh faktor lahir dan batin.  
Dengan demikian maka di dalam hukum Adat, suatu perbuatan 
yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat 
dianggap oleh hakim atau oleh kepala adat sebagai perbuatan yang 
menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap 
perlu diambil upaya adat (adatreaksi) guna memperbaiki hukum. 
Sedangkan menurut Fajrimei A. Gofar (2005:11-14) bahwa hukum 
pidana nasional sekarang ini yang menganut asas legalitas sebagaimana 
diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang (Wetboek van 
Straftrecht) maupun dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 
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(selanjutnya disingkat RUU KUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 
menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, 
sebelum perbuatan dilakukan.  
Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP ini, secara rinci, berisi dua hal 
penting, yaitu: (1) suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu 
dalam peraturan perundang-undangan; (2) peraturan perundang-
undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (tidak berlaku 
surut). Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat 
dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-
undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Hal 
ini dikenal dengan asas legalitas formal (Ahmad Bahiej, 2006:4). Pasal 1 
ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di 
Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum.  
Namun disadari bahwa Wet Boek van Strafrecht (WvS) merupakan 
peninggalan kolonial Belanda. Sehingga dalam pelaksanaannya 
memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Sebagai 
peraturan peninggalan Belanda, asas legalitas kemudian menjadi problem 
dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat 
Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya 
masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap 
sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak 
mengatur larangan itu. 
Tetapi, dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan 
pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum 
yang hidup dalam masyarakat (living law) walaupun tindak pidana adat itu 
tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di 
Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 
KUHP, hal ini dapat dilihat dengan berlakunya UU. No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa 
pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang. Kata “hukum” di sini jelas mempunyai makna yang luas, bukan 
hanya sekedar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, 
namun berlaku juga hukum yang hidup dalam masyarakat.  
Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan 
negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai 
dasar hukum yang substantif dan prosedural. Hukum dalam mengadili 
menurut hukum harus diartikan lebih luas melebihi pengertian hukum 
tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu 
meliputi pengertian-pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan 
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yang baik dan ketertiban umum. Hal ini dikenal dengan asas legalitas 
materiel (Ahmad Bahiej, 2006:4). 
Jauh sebelum Indonesia merdeka, eksistensi peradilan adat telah 
diakui ketika pendudukan Belanda. Pengakuan peradilan adat ini 
dituangkan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah 
pendudukan Belanda. Di awal-awal kemerdekaan, peradilan-peradilan 
adat masih tetap eksis, sementara KUHP (Wetboek van Strafrecht) 
diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum. UUDS 1950 dan UU 
Nomor 1 Tahun 1951 dianggap mengukuhkan keberadaan peradilan adat 
tersebut. Namun, sejak diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan 
adat dihapuskan. Akibatnya praktis, eksistensi peradilan adat sudah 
berakhir melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Namun peradilan adat tersebut kembali diakui keberadaannya, 
khusus di provinsi Papua  dengan diberlakukannya Undang-undang No. 
21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang terdapat 
di dalam Bab XIV tentang kekuasaan peradilan, Pasal 50 menyebutkan 
bahwa:  
1. Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan 
Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
2. Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat 
tertentu.  
Dalam prakteknya, peradilan adat ini menjadikan hukum adat dan 
hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menuntut dan 
menghukum seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang dianggap 
melanggar hukum adat (pidana adat) dapat diajukan ke pengadilan dan 
diberi hukuman.  
Selain itu, asas legalitas materiel juga terdapat di dalam 
Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok 
Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia asas legalitas 
dinyatakan pada Pasal 5 yang berbunyi pengadilan hanya dapat 
mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, apabila 
pembuat undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup dalam 
kalangan masyarakat lndonesia dan yang tidak menghambat 
perkembangan masyarakat adil dan makmur telah menetapkan perbuatan 
itu sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana. 
Selanjutnya, penjelasan khusus Pasal 5 tersebut menentukan 
bahwa pasal ini adalah penyempurnaan dari asas nulla poena. Yang 
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menetapkan sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah pembuat 
undang-undang dan hukum tidak tertulis. Untuk hukum tidak tertulis 
berlaku syarat:   
1. Hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia.  
2. Tidak menghambat perkembangan  masyarakat adil dan makmur. 
Demikian juga, hukum yang hidup dalam masyarakat ini 
dicantumkan dalam RUU KUHP pada Pasal 1 ayat (3). Otomatis yang 
dimaksud dalam RUU KUHP adalah hukum yang hidup dalam masyarakat 
yang berkaitan dengan hukum pidana, misalnya pidana adat dan hukum 
pidana Islam. Di Indonesia, dapat dikatakan hukum yang tidak tertulis itu 
kebanyakan adalah hukum adat. Dalam konteks RUU KUHP termasuk di 
situ maksudnya adalah delik adat.  
Aturan mengenai diberlakukannya asas legalitas materiel di 
Indonesia bukan merupakan hal yang baru, walaupun KUHP (WvS) hanya 
mengenal asas legalitas formal. Dalam UU Nomor 1/Drt./1951 dan UU 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, asas 
legalitas materiel merupakan hal yang harus dijunjung tinggi oleh hakim 
dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 
Sementara 1950 disebutkan bahwa “tiada sesorang dapat dihukum atau 
dijatuhi hukuman kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan 
berlaku terhadapnya. maksud ” Kata “hukum” di sini sama halnya dengan 
pasal 4 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
yaitu memiliki makna yang luas dari pada sekedar peraturan perundang-
undangan. 
 
Hukum Pidana Adat Dalam RUU KUHP 
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(RUU KUHP) memperluas perumusannya secara materiel, di dalam RUU 
KUHP hukum pidana adat mendapat pengakuan dengan di akuinya dalam 
beberapa Pasal berikut ini. 
Pasal 1 RUU KUHP menyebutkan bahwa:  
1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali 
perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat 
perbuatan itu dilakukan 
2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan 
analogi  
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi 
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan 
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bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan 
4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat 3 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai pancasila 
dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat 
bangsa-bangsa. 
Asas legalitas (nullum delictum, nulla poena sine praevia lege 
poenali, artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan 
pidana dalam perundang-undangan) memang masih tercantum jelas 
dalam Pasal yang sama dalam RUU KUHP. Tetapi pada ayat (3) RUU 
KUHP tegas disebutkan bahwa ketentuan asas legalitas tadi tidak 
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Meski 
belum diatur dalam undang-undang tertulis, kalau hukum yang hidup 
(hukum adat) dalam masyarakat sudah mengaturnya, maka menurut RUU 
KUHP, seseorang tetap patut dipidana.  
Menurut Ahmad Bahiej (2006:4) bahwa dengan aturan tersebut 
jelaslah bahwa RUU KUHP memberikan tempat bagi hukum adat 
setempat sebagai sumber keputusan bagi hakim apabila ternyata ada 
suatu perbuatan yang menurut hukum positif Indonesia belum/tidak diatur 
sebagai tindak pidana namun menurut masyarakat dianggap sebagai 
perbuatan yang patut dipidana.  
Namun hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut harus sesuai 
dengan nilai-nilai pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang 
diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.  
Menurut Moerdiono (Mulyono, eprints.undip.ac.id) menunjukkan 
adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila, Tiga tataran nilai itu 
adalah Pertama: Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak 
dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Dari segi 
kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi 
sesuatu,yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. 
Kedua: Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai 
instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang 
merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk 
kondisi tertentu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental 
merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, 
bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. 
Ketiga: Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-
hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) 
nilai Pancasila. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan 
gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.  
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT 
ALAM HUKUM PIDANA NASIONAL  
16 
 
Ahmad Rifai Rahawarin 
Selain harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila maka harus sesuai 
dengan Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat 
bangsa-bangsa. Yang dimaksud dengan prinsip- prinsip hukum umum 
adalah asas asas yang mendasari sistem hukum modern. sebagai contoh 
dari prinsip hukum umum adalah prinsip keadilan, prinsip kepatuhan dan 
kelayakan, prinsip kesamaan derajat antara sesama manusia, prinsip 
itikad baik dan lain sebagainya.   
Penulis dari Soviet, Tunkin (Faruq, fsqcairo.blogspot.com), 
menganggap prinsip-prinsip hukum umum sebagai pengulangan ajaran 
fundamental hukum Internasional, misalnya, hukum hidup berdampingan 
secara damai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan hukum adat.  
Selanjutnya hukum yang hidup juga diakomudir di dalam Pasal 11 
RUU KUHP Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa:  
1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut 
dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, 
harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum 
yang hidup dalam masyarakat. 
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, 
kecuali ada alasan pembenar 
Menurut Nyoman Serikat Jaya (2005:45-46) bahwa menurut 
wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melawan 
hukum. Namun, tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau yang 
merugikan masyarakat diberi Sanksi atau diancam dengan pidana. 
Dengan demikian, suatu tindak pidana mansyarakatkan adanya undang-
undang atau hukum yang melarang suatu perbuatan dan sekaligus juga 
menetapkan ancaman terhadap perbuatan tersebut.  
Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum tidak bisa lepas 
dari ajaran sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum dibedakan 
menjadi dua. Pertama: Ajaran sifat melawan hukum formil bahwa suatu 
perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam 
pidana dan dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang. Jadi, 
menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau 
bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Kedua: Ajaran 
sifat melawan hukum materiil bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum 
atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang atau hukum 
tertulis saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak 
tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk 
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dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-
undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi, 
menurut ajaran ini melawan hukum  sama dengan bertentangan dengan 
hukum tidak tertulis termasuk tata susila. 
Dengan adanya ajaran sifat melawan hukum materiil, sebenarnya 
sudah dapat mengakomudir adanya hukum yang hidup dalam 
masyarakat, namun dalam praktek sangat jarang para penegak hukum 
mempertimbangkan sifat melawan hukum materiil tersebut. Oleh karena 
itu, di dalam pasal 11 ayat 2 selain perbuatan tersebut dilarang dan 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat 
melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam 
masyarakat maka dinyatakan sebagai tindak pidana.  
Sehingga, hal ini menunjukan bahwa keadilan itu lebih utama dari 
sekedar kepastian hukum. menurut Ahmad Bahiej (2006:4) bahwa 
keadilan yang ingin diwujudkan RUU KUHP adalah keadilan masyarakat, 
bukan sekedar keadilan yang didasarkan pada perundang-undangan 
(legal justice). Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 12 RUU KUHP bahwa 
“dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh 
mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. 
Selain itu, eksistensi hukum pidana adat juga di akomudir dalam  
Pasal 67 RUU KUHP tahun 2008 mengenai jenis-jenis pidana tambahan 
yang menyebutkan bahwa:  
1) Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan 
c. Pengumuman putusan hakim 
d. Pembayaran ganti kerugian  
e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut 
hukum yang hidup dalam masyarakat 
2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana 
pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan 
bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. 
3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan 
atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang 
diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam 
perumusan tindak pidana 
Dalam Pasal 67 RUU KUHP tahun 2008 ini menjelaskan tentang 
jenis sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat yang mempunyai 
kedudukan atau berfungsi sebagai sebagai pidana tambahan. Secara 
umum atau berdasarkan prinsip umum bahwa pidana tambahan tidak bisa 
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dijatuhkan apabila tidak tercantum secara tegas dalam rumusan delik. 
Namun, untuk sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat 
dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, RUU 
KUHP tahun 2008 juga memberi peluang untuk diterapkan walaupun tidak 
dicantumkan secara tegas dalam rumsan tindak pidana, dengan syarat 
keadaan daerah di mana tindak pidana dilakukan menghendaki dijatuhkan 
sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat.  
 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan 
 
1. Bahwa dasar hukum berlakunya hukum pidana adat terdapat pada 
Pasal 5 ayat 3  sub (b) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. 
Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 51 Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2001. 
2. Bahwa hubungan hukum pidana adat dengan hukum pidana tertulis 
dapat dilihat dengan berlakunya  asas legalitas formal dan asas 
legalitas materiel.  
3. Bahwa Hukum Pidana Adat Dalam RUU KUHP terdapat pada Pasal 1 
ayat 3 dan 4, Pasal 11 ayat 2, Pasal 67 serta Pasal 12 RUU KUHP 
2008.  
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